
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

 

 

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

NOMOR : KP 311 TAHUN 2018 

 

TENTANG 

 

PETUNJUK TEKNIS  

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47  

(STAFF INSTRUCTION CASR PART 47 – 01) 

PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 47.59 dan 

butir 47.61 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 

Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan 

Sipil Bagian 47 (Civil Aviation Safety Regulation Part 47) 

Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), 

perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal 

Perhubungan tentang Petunjuk Teknis Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-01 (Staff 

Instruction 47-01) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4956); 

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5); 

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75); 
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4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56 

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 814); 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 

Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 (Civil Aviation 

Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat 

Udara (Aircraft Registrations) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 779); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PETUNJUK TEKNIS PERATURAN KESELAMATAN 

PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 (STAFF INSTRUCTION 

CASR PART 47–01) PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT 

UDARA. 

 

Pasal 1 

(1) Memberlakukan Petunjuk Teknis Operasional Peraturan 

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 – 01 (Staff 

Instruction 47 – 01) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara 

(Aircraft Registration). 

(2) Petunjuk Teknis Operasional Peraturan Keselamatan 

Penerbangan Sipil Bagian 47 – 01 (Staff Instruction 47 – 

01) tentang Prosedur Pendaftran Pesawat Udara 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

lampiran I dan II peraturan ini, merupakan bagian tak 

terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini. 

 

Pasal 2 

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara 

mengawasi pelaksanaan peraturan ini. 
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Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

                                          Ditetapkan di Jakarta 

  Pada tanggal 10 Oktober 2018 

  

   DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

Pelaksana Tugas 

 

        ttd 

 

  Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc. 

 

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada : 

1. Menteri Perhubungan; 

2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan; 

3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan; 

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; 

5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;dan 

6. Para Direktur Utama Badan Usaha Angkutan Udara. 

 

      



 

            LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
 

            NOMOR      :   KP 311 TAHUN 2018 
   
            TANGGAL     :   10 OKTOBER 2018   

 
 

 

 

 

 

PETUNJUK TEKNIS 
 
SI 47-01 

 
 
PROSEDUR PENDAFTARAN  
PESAWAT UDARA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amandemen : 2 
Tanggal  : 10 Oktober 2018 
 

REPUBLIK INDONESIA – KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

JAKARTA - INDONESIA



 

-i- 
 

DAFTAR PENCATATAN AMANDEMEN 
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Amandemen 

Tanggal 
penerbitan Oleh Tanggal 

0  
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DIREKTUR 
JENDERAL 

PERHUBUNGAN 
UDARA 

20 Juni 2011 
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RANGKUMAN AMANDEMEN 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Nomor 
Amandemen 

Sumber Subjek Disetujui 

1 Undang-Undang 
Penerbangan 

No.1 Tahun 
2009 

1. Revisi form dan 
pembuatan form 

dan ceklist baru 
2. Perubahan 

persyaratan 

pendaftran dan 
penghapusan 
registrasi pesawat 

udara 

 

2 1. Undang-

Undang 
Penerbangan 

No.1 Tahun 
2009 

2. PM 52 Tahun 

2018 

1. Revisi form dan 

pembuatan form 
dan ceklist baru 

2. Perubahan 
persyaratan 
pendaftran dan 

penghapusan 
registrasi pesawat 
udara 
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PENDAHULUAN 
 

1. MAKSUD : Petunjuk Teknis (Juknis) ini menetapkan 
tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur yang 
harus digunakan Direktorat Kelaikudaraan dan 

Pengoperasian Pesawat Udara dalam melakukan 
proses pendaftaran pesawat udara sipil dan 
menjaga pengelolaan dan pembaharuan data 

pendaftaran pesawat udara sipil Indonesia. 
 

2 ACUAN : Petunjuk teknis ini harus digunakan sejalan 

dengan: 

a. Undang-undang Penerbangan Sipil Nomor 1 

Tahun 2009; 

b. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

bagian 47 mengenai pendaftaran pesawat 

udara; dan 

c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 

bagian 45 mengenai tanda pendaftaran 

pesawat udara. 

 
3 PEMBATALAN : Dengan disetujuinya juknis ini, maka juknis 

nomor SI 47-01 Amdt 1 tanggal 11 Juni 2011 

dinyatakan tidak berlaku.  

 
4 AMANDEMEN : Amandemen juknis ini harus memperoleh 

persetujuan dari Direktur Jenderal Perhubungan 
Udara. 
 

 
 

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 

Pelaksana Tugas 

        

ttd 

 

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc. 
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47.01 Definisi 

Dalam juknis ini pemilik adalah orang atau badan hukum yang tertera 

pada bukti kepemilikan.  

a. Bukti kepemilikan adalah Bill of Sale.  

b. Insurer adalah lembaga resmi penjamin asuransi. 

c. Insured adalah operator pesawat udara. 

d. Operator pesawat udara adalah pemegang sertifikat operator pesawat 

udara (air operator certificate) atau pemegang sertifikat pengoperasian 

pesawat udara (operating certificate). 

e. Sertifikat pendaftaran pesawat udara adalah bukti telah didaftarkanya 

pesawat udara yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal. 

f. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. 

g. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 

h. Pihak yang diberi kuasa adalah operator pesawat udara. 

 

47.03   Ruang Lingkup 

a. Sub Direktorat Produk Aeronautika bertanggung jawab dalam proses 

pendaftaran pesawat udara. 

b. Kepala Sub Direktorat Produk Aeronautika akan mendistribusikan 

setiap permohonan pendaftaran pesawat udara kepada Kepala Seksi 

Pengesahan Produksi yang akan menunjuk inspektur untuk 

melakukan evaluasi terhadap setiap permohonan pendaftaran pesawat 

udara beserta bukti-bukti yang dipersyaratkan. 

c. Inspektur yang ditunjuk akan memastikan bahwa semua persyaratan 

telah terpenuhi dan menyiapkan rekomendasi untuk penerbitan 

sertifikat pendaftaran (DGCA Form 47-02). 

 

47.05 Sertifikat Pendaftaran Pertama 

Permohonan pendaftaran pesawat udara harus dibuat pada DGCA Form 

47-11 “Permohonan Sertifikat Pendaftaran” dengan melampirkan :  

a. Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisasi dalam 

bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris publik dimana 

bukti kepemilikan pesawat udara terakhir;  

b. Pernyataan tidak pernah terdaftar bagi pesawat udara yang belum 

pernah didaftar atau bukti penghapusan tanda pendaftaran bagi 

pesawat udara yang pernah didaftarkan di negara lain dari Otoritas 
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Penerbangan Sipil Negara dimana pesawat udara tersebut terakhir 

didaftar; 

Surat pernyataan tidak pernah didaftar/konfirmasi penghapusan asli 

atau dengan surat elektornik yang ditujukan kepada Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara cq Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian 

Pesawat Udara dari otoritas penerbangan sipil dari negara dimana 

pesawat udara tersebut terakhir didaftar; 

c. Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi oleh pihak 

penangung (insurer);  

d. Persetujuan pengadaan pesawat udara dari Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara untuk pesawat yang akan di daftarkan; 

e. Pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang 

ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan; 

f. Dalam hal pendaftar bukan pemilik pesawat udara maka selain 

memenuhi persyaratan huruf a sampai huruf e, harus menyampaikan 

salinan bukti penguasaan pesawat udara yang disahkan dihadapan 

notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan kedua belah pihak 

dan dilegalisasi dalam bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh 

notaris publik. Jika pesawat udara dimiliki warga negara asing atau 

badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara Indonesia atau 

badan hukum Indonesia maka jangka waktu pemakaiannya minimal 2 

(dua) tahun secara terus menerus.  

Untuk pesawat udara amateur-built permohonan pendaftaran pesawat 

udara harus dibuat pada DGCA Form 47-11 “Permohonan Sertifikat 

Pendaftaran” dengan melampirkan: 

a. Bukti kepemilikan affidavit yang dilegalisasi oleh notaris publik; 

b. bukti asuransi pesawat udara; 

c. Persetujuan pengadaan pesawat udara dari Direktur Jenderal 

Perhubungan Udara untuk pesawat yang akan di daftarkan. 

 

47.07  Evaluasi Persyaratan Administratif  

Setelah menerima DGCA Form 47-11 “Permohonan Sertifikat 

Pendaftaran” beserta lampiran persyaratan administratif, inspektur akan 

melakukan: 

a. Evaluasi permohonan DGCA Form 47-11 “Permohonan Sertifikat 

Pendaftaran”. 
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Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi 

dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan 

tertinggi operator/pimpinan intansi pemerintah, diberi materai dan 

cap perusahaan; 

b. Evaluasi persetujuan pengadaan pesawat  udara yang diterbitkan 

oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, dilakukan untuk 

memastikan ketersediaan jumlah pesawat udara, masa berlaku 

persetujuan pengadaan pesawat udara dan kesesuaian pesawat yang 

akan didaftar; 

c. Evaluasi bukti kepemilikan sebagai berikut: 

Bukti kepemilikan pesawat udara harus dievaluasi antara lain harus 

memuat: 

1) nomor referensi, jika ada; 

2) pembuat pesawat udara dan model; 

3) nomor seri pesawat udara; 

4) para pihak (penjual dan pembeli); 

5) tanda tangan dan jabatan penjual; 

6) tanggal; 

7) Bukti Kepemilikan berisi paling sedikit penjelasan mengenai  

pemindahan hak kepemilikan dari penjual ke pembeli;  

8) Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisasi dalam 

bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris publik 

dimana bukti kepemilikan pesawat udara terakhir.  

d. Evaluasi bukti penguasaan pesawat udara : 

1) Sesuai dengan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 2009 

Pasal 25 bahwa jika pesawat udara dimiliki oleh warga negara 

asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara 

Indonesia atau badan hukum Indonesia maka jangka waktu 

pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara terus-menerus 

berdasarkan perjanjian; 

2) Jika pemberi kuasa bukan pemilik pesawat udara, persetujuan 

tertulis dari pemilik dan para pihak harus diperoleh. Pada 

umumnya didalam suatu form pada perjanjian induk atau surat 

persetujuan dari pemilik dan para pihak; 

3) Isi dari bukti penguasaan pesawat udara harus dievaluasi untuk 

menentukan proses penguasaan dan para pihak yang 

berkepentingan; 
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4) Salinan bukti penguasaan pesawat udara harus disahkan 

dihadapan Notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk certified true copy 

yang diterbitkan oleh notaris publik. 

e. Evaluasi konfirmasi penghapusan tanda pendaftaran pesawat udara. 

1) Konfirmasi penghapusan harus diperoleh dari otoritas 

penerbangan sipil dari negara dimana pesawat udara tersebut 

terdaftar terakhir kalinya, berisikan pernyataan bahwa pesawat 

udara tersebut telah dihapus dari pendaftarannya, berlaku sejak 

tanggal yang tertera pada pernyataan tersebut; 

2)  Untuk pesawat udara belum pernah terdaftar, pernyataan tidak 

pernah di daftar yang diterbitkan oleh otoritas penerbangan sipil 

dari negara pembuat dapat diterima sebagai konfirmasi 

penghapusan; 

3) Penghapusan tanda pendaftran pesawat udara di ditujukan kepada 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Direktur Kelaikudraan 

dan pengoperasian Pesawat Udara;  

4) Surat pernyataan tidak pernah didaftar/konfirmasi penghapusan 

harus asli atau dengan surat elektornik yang ditujukan kepada 

Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq Direktur Kelaikudraan 

dan Pengoperasian Pesawat Udara dari otoritas penerbangan sipil 

dari negara dimana pesawat udara tersebut terakhir didaftar. 

f. Evaluasi asuransi pesawat udara 

Asuransi pesawat udara harus dievaluasi untuk menentukan bahwa: 

1) identitas pesawat udara (tipe, model, nomor seri) benar; 

2) polis asuransi masih berlaku; 

3) pihak penanggung dan pihak yang ditanggung benar, dalam hal ini 

pihak yang ditangung operator pesawat udara tertera dalam 

dokumen; 

4) tangungan asuransi minimal adalah pesawat udara. 

5) salinan bukti asuransi pesawat udara yang dilampirkan harus 

dilegalisasi oleh pihak penangung (insurer);  

g. pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang 

ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan; 

h. DGCA Form 47-05 "Catatan Registrasi Pesawat Udara dan 

Perpanjangan : Sertifikat Pendaftaran" digunakan oleh inspektur 

yang ditunjuk sebagai daftar isian (checklist), dokumentasi dan 
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rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pendaftaran. 

i. Rekomendasi untuk penerbitan sertifikat pendaftaran diberikan 

oleh Kasubdit Produk Aeronautika dengan menandatangani DGCA 

Form 47-05.   

 

47.09  Penerbitan Sertifikat Pendaftaran, DGCA Form 47-02 

Pada saat menyiapkan sertifikat pendaftaran, kriteria berikut harus 

dapat dipastikan : 

a. Nomor pendaftaran dan tanda pendaftaran harus dicocokkan 

dengan database pendaftaran pesawat udara; harus secara spesifik 

hanya untuk satu pesawat dan tidak bisa dipakai untuk pesawat 

lain pada saat yang bersamaan; 

b. Nomor pendaftaran harus ditulis dalam angka numerik (contoh: 

1234); 

c. Tanda Kebangsaan dan pendaftaran harus ditulis dalam huruf 

besar latin (contoh: PK-ABC); 

d. Pabrik pembuat dan tipe/model pesawat udara harus ditulis sesuai 

dengan sertifikat tipe (contoh: ATR 72-212A “600 Version”); 

e. Nomor seri pesawat udara harus ditulis sesuai dengan nomor seri 

pabrik pembuat; 

f. Pesawat udara hanya bisa didaftarkan oleh dan atas kepemilikan 

yang sah; 

g. Nama dan Alamat yang ditulis pada sertifikat harus nama dan 

alamat pemilik yang sah sesuai yang tertera di bukti kepemilikan 

atau dokumen yang diakui serta sesuai dengan yang tertera pada 

form applikasi DGCA Form 47-11; 

h. Sertifikat pendaftaran berlaku selama 3 (tiga) tahun; 

i. Tanggal dan nama pejabat yang menandatangani; 

j. Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara DGCA Form 47-02 

ditandatangani oleh Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian 

Pesawat Udara atas nama Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 

 

47.11  Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran 

a. Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran hanya dapat 

diajukan oleh pemilik atau operator pesawat udara. 

b. Sertifikat pendaftaran dapat diperpanjang dengan cara mengajukan 

permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran, dengan 



 

-6- 
 

melampirkan persyaratan perpanjangan sebagai berikut: 

1. Melampirkan permohonan, DGCA Form 47-13 Permohonan 

Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat 

Udara, Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan 

harus diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh 

pemilik/pimpinan tertinggi operator/pimpinan intansi 

pemerintah atau pihak yang diberi kuasa, diberi materai dan 

cap perusahaan. 

2. Bukti kepemilikan pesawat udara; 

3. Dalam hal pendaftar bukan pemilik pesawat udara maka harus 

menyampaikan salinan bukti penguasaan pesawat udara yang 

masih berlaku. Jika bukti penguasaan adalah bukti 

penguasaaan yang telah mengalami perubahan atau bukti 

penguasaan yang baru maka harus menyampaikan salinan 

bukti penguasaan pesawat udara yang telah disahkan 

dihadapan notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk certified true 

copy yang diterbitkan oleh notaris publik; 

4. Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi 

oleh pihak penangung (insurer);  

5. Pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara 

yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan;  

6. Salinan sertifikat pendaftaran; dan 

7. Salinan Sertifikat kelaikudaraan. 

 

47.13   Evaluasi Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran 

Setelah menerima DGCA Form 47-13 Permohonan Perpanjangan/ 

Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, inspektur yang 

ditunjuk akan melakukan evaluasi dengan menggunakan DGCA Form 

47-15 Daftar Isian Perpanjangan/Penggantian dan Penerbitan Ulang 

Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara, untuk menentukan pemenuhan 

terhadap persyaratan perpanjangan sertifikat pendaftaran: 

a. Evaluasi permohonan, DGCA Form 47-13 Permohonan 

Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara; 

Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi 

dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan 
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tertinggi operator/pimpinan intansi pemerintah, diberi materai dan 

cap perusahaan. 

b. salinan bukti kepemilikan pesawat udara. 

c. Evaluasi asuransi pesawat udara 

Asuransi pesawat udara harus dievaluasi untuk menentukan 

bahwa: 

1) identitas pesawat udara (tipe, model, nomor seri) benar; 

2) polis asuransi masih berlaku; 

3) pihak penanggung dan pihak yang ditanggung benar, dalam hal 

ini pihak yang ditangung operator pesawat udara tertera dalam 

dokumen; 

4) Tangungan asuransi minimal adalah pesawat udara. 

5) Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi 

oleh pihak penangung (insurer);  

d. pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara yang 

ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan; 

e. Evaluasi bukti penguasaan pesawat udara antara lain : 

1) Sesuai dengan undang-undang penerbangan nomor 1 tahun 

2009 pasal 25 bahwa jika pesawat udara dimiliki oleh warga 

negara asing atau badan hukum asing dan dioperasikan oleh 

warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia maka 

jangka waktu pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara 

terus-menerus berdasarkan perjanjian; 

2) Jika pemberi kuasa bukan pemilik pesawat udara, persetujuan 

tertulis dari pemilik dan para pihak harus diperoleh. Pada 

umumnya didalam suatu form pada perjanjian induk atau surat 

persetujuan dari pemilik dan para pihak; 

3) Isi dari bukti penguasaan pesawat udara harus dievaluasi untuk 

menentukan proses  penguasaan dan para pihak yang 

berkepentingan; 

4) Salinan bukti penguasaan pesawat udara harus disahkan 

dihadapan Notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk certified true 

copy yang diterbitkan oleh notaris publik. 

f. Evaluasi masa berlaku sertifikat kelaikudaraan;  

Pastikan Sertifikat kelaikudaraan tidak kadaluwarsa secara terus 

menerus selama 3 (tiga) tahun; 
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g. evaluasi dan pastikan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara masih 

berlaku pada saat mengajukan perpanjangan; 

h. setiap perubahan pada data sebelumnya harus ditunjukan pada 

surat permohonan dan dilampirkan dengan bukti-bukti. 

 

47.15    Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara 

a. Tanda pendaftaran pesawat udara dapat dihapus dengan ketentuan: 

1) Adanya permohonan penghapusan oleh pemilik, atau pihak yang 

diberi kuasa apabila sesuai dengan kondisi: 

a) sewa guna usaha telah berakhir sesuai jangka waktu 

perjanjian; 

b) sewa guna usaha telah diakhiri sesuai kesepakatan di luar 

jangka waktu perjanjian; 

c) akan didaftarkan di negara lain; 

d) pesawat udara rusak berat akibat kecelakaan; 

e) pesawat udara tidak digunakan lagi secara permanen; 

f) pesawat udara secara sengaja dirusak atau dibuang; 

g) terjadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa pesawat udara 

tanpa putusan pengadilan; atau 

2) Adanya permohonan dari pemegang IDERA. 

Penghapusan dengan menggunakan IDERA diatur dalam 

petunjuk   teknis SI 47-02 “Kuasa Untuk Memohon Penghapusan 

Pendaftaran Dan Ekspor Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali 

(Irrevocable Deregistration And Export Request 

Authorisation/Idera)”. 

3) Dalam hal operator pesawat udara tidak dapat mempertahankan 

sertifikat kelaikudaraan secara terus-menerus selama 3 (tiga) 

tahun, Direktorat Jenderal dapat menerbitkan penghapusan 

tanda pendaftaran pesawat udara berdasarkan evaluasi. 

b. Dalam hal pengajuan penghapusan yang dilakukan sesuai pada butir 

huruf a angka 1 harus : 

1) mengajukan permohonan penghapusan dan DGCA Form 47-17 

Permohonan Penghapusan  Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, 

semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi 

dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik atau pihak 

yang diberi kuasa, diberi materai dan cap perusahaan. 
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2) Mengajukan permohonan pencabutan IDERA terlebih dahulu, 

jika terdapat pencatatan IDERA; 

3) Menunjukan bukti sesuai dengan alasan penghapusan; 

4) Melampirkan persetujuan para pihak yang berkepentingan atas 

pesawat udara yang dimohonkan sesuai lampiran (Surat 

Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftran Pesawat Udara); 

5) Surat pernyataan oleh pemilik bahwa pesawat udara tidak dalam 

penjaminan dan/atau sengketa. 

 

47.17 Evaluasi Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan DGCA  

Form 47-17 

Setelah menerima DGCA Form 47-17 Permohonan Penghapusan 

Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, inspektur yang ditunjuk akan 

menggunakan DGCA Form 47-16 daftar isian penghapusan tanda 

pendaftaran pesawat udara untuk melakukan evaluasi untuk 

menentukan pemenuhan terhadap persyaratan penghapusan 

sertifikat pendaftaran. 

a. Evaluasi permohonan, DGCA Form 47-17 Permohonan 

Penghapusan  Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, semua bagian 

yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi dengan benar 

dan ditandatangani basah oleh pemilik atau pihak yang diberi 

kuasa, diberi materai dan cap perusahaan. 

b. surat kuasa harus dilampirkan jika permohonan diajukan oleh 

kuasa hukum pemohon; 

c. bukti Release of Custody dari KNKT harus dilampirkan jika 

penghapusan dengan alasan rusak total pesawat udara dikarenakan 

kecelakan; 

d. bukti berakhirnya perjanjian penguasaan atas pesawat udara harus 

dilampirkan jika penghapusan dengan alasan berakhirnya 

perjanjian; 

e. harus dipastikan tidak ada pencatatan IDERA. Jika ada pencatatan 

IDERA, IDERA harus dibatalkan terlebih dahulu sebelum 

mengajukan penghapusan tanda pendaftran pesawat udara; 

f. Mengevaluasi lampiran persetujuan para pihak yang 

berkepentingan atas pesawat udara yang dimohonkan sesuai sesuai 

Lampiran II (Surat Pernyataan Penghapusan Tanda Pendaftran 

Pesawat Udara); 
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g. melampirkan surat penyataan dari pemilik bahwa pesawat udara 

yang dimohonkan tidak dalam penjaminan dan/atau sengketa; 

h. DGCA Form 47-16 "Daftar Isian Penghapusan Tanda Pendaftran 

Pesawat Udara" digunakan oleh inspektur yang ditunjuk sebagai 

daftar isian, dokumentasi dan rekomendasi untuk penerbitan 

penghapusan tanda pendaftran pesawat udara; dan 

i. rekomendasi untuk penerbitan penghapusan tanda pendaftaran 

diberikan oleh Kasubdit Produk Aeronautika dengan 

menandatangani DGCA Form 47-05. 

 

47.19 Evaluasi Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan IDERA 

Penghapusan dengan menggunakan IDERA diatur dalam petunjuk   

teknis SI 47-02 “Kuasa Untuk Memohon Penghapusan Pendaftaran Dan 

Ekspor Yang Tidak Dapat Dicabut Kembali (Irrevocable Deregistration 

And Export Request Authorisation/IDERA)”. 

 

47.21 Evaluasi Penghapusan Untuk Pesawat Udara Yang Sertifikat 

Kelaikudaraanya Tidak Dapat Dipertahankan Secara Terus Menerus 

Selama 3 (Tiga) Tahun  

Inspektur yang ditunjuk akan: 

a. Mengevaluasi masa berlaku sertifikat kelaikudaraan; 

b. Pemberitahuan kepada operator/pemilik setiap bulan selama dua 

kali sebelum dihapus pada bulan ketiga, jika sertifikat 

kelaikudaraanya tidak dapat dipertahankan secara terus menerus 

selama 3 (tiga) tahun; 

 

47.23   Penerbitan Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara 

a. Setelah melakukan evaluasi, inspektur yang ditunjuk akan 

merekomendasikan kepada Direktur Kelaikudaraan dan 

Pengoperasian Pesawat Udara melalui Kepala Sub Direktorat Produk 

Aeronautik untuk menandatangi penghapusan pendaftaran pesawat 

udara;  

b. DGCA Form 47-16 Daftar Isian Penghapusan Tanda Pendaftaran 

Pesawat Udara digunakan oleh inspektur yang ditunjuk sebagai 

daftar isian, dokumentasi dan rekomendasi untuk penerbitan surat 

penghapusan tanda pendaftran pesawat udara. 



 

-11- 
 

c. Penentuan untuk penerbitan surat penghapusan tanda pendaftran 

pesawat udara diberikan oleh Kasubdit Produk Aeronautika dengan 

menandatangani DGCA Form 47-05. 

d. Surat penghapusan tanda pendaftaran ditandatangani oleh Direktur 

Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara atas nama Direktur 

Jenderal Perhubungan Udara. 

 

47.25    Penerbitan Ulang / Penggantian Sertifikat Pendaftaran 

a. Penerbitan ulang sertifikat pendaftaran 

Pemohon dapat mengajukan surat permohonan penerbitan ulang 

sertifikat pendaftaran apabila terdapat perubahan : 

1. pemilik;  

2. alamat pemilik; atau 

3. operator. 

b. Operator dapat mengajukan perubahan pemilik dan alamat pemilik 

dengan mengajukan DGCA Form 47-13 “Permohonan 

Perpajangan/Pergantian Sertifikat Pendaftran” dengan memiih 

pergantian sertifikat pendaftaran dan melengkapi persyaratan. 

c. Setelah menerima DGCA Form 47-13 Permohonan 

Perpajangan/Pergantian Sertifikat Pendaftran, inspektur yang 

ditunjuk akan menggunakan DGCA Form 47-15 Daftar Isian 

Perpanjangan/Penggantian dan Penerbitan Ulang Sertifikat 

Pendaftaran Pesawat Udara untuk melakukan evaluasi dan 

menentukan pemenuhan terhadap persyaratan 

Perpanjangan/Penggantian dan Penerbitan Ulang Sertifikat 

Pendaftaran Pesawat Udara. Persyaratan yang harus dievaluasi 

antara lain: 

1) Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisir dalam 

bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris publik 

dimana bukti kepemilikan pesawat udara terakhir;  

2) Salinan bukti penguasaan pesawat udara harus disahkan 

dihadapan Notaris setempat atau pilihan sesuai kesepakatan 

kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam bentuk certified true 

copy yang diterbitkan oleh notaris publik. 
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3) Semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan harus diisi 

dengan benar dan ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan 

tertinggi operator/pimpinan intansi pemerintah atau pihak yang 

diberi kuasa, diberi materai dan cap perusahaan (jika ada); 

4) Salinan Surat keterangan perubahan alamat perusahaan yang 

telah dilegalisasi oleh notaris; 

5) Salinan akta perubahan nama perusahaan yang telah dilegalisasi 

oleh notaris; 

6) Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi oleh 

pihak penangung (insurer); dan menunjukan pemilik baru 

7) Surat Kuasa (Jika dikuasakan); 

8) Salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara; dan 

9) Salinan sertifikat kelaikudaraan pesawat udara. 

d. Pergantian sertifikat pendaftaran jika sertifikat rusak atau hilang. 

Pemohonan dapat mengajukan surat permohonan pergantian 

sertifikat dengan mengajukan DGCA Form 47-13 Permohonan 

Perpajangan/Pergantian Sertifikat Pendaftran dengan memiih 

pergantian sertifikat pendaftaran dan melengkapi persyaratan 

1) Surat Keterangan kehilangan/dicuri dari kepolisian (Apabila 

hilang/dicuri); 

2) Membuat surat pernyataan kerusakan dengan melampirkan 

sertifikat pendaftaran yang rusak; 

3) Surat Kuasa asli dan dilegalisasi (Jika dikuasakan); 

4) Salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara.  

e. Pergantian sertifikat pendaftaran jika terdapat pergantian operator. 

Permohon dapat mengajukan pergantian sertifikat pendaftran dengan 

mengajukan pendaftran pesawat udara kembali sesuai dengan PKPS 

47 dan SI 47-01. 

 

47.27 Perubahan Data Pendaftaran dan Pemindahtanganan Sertifikat 

Pendaftaran Pesawat Udara 

a. Perubahan Data Pendafataran Pesawat Udara 

Operator pesawat udara wajib melaporkan setiap adanya perubahan 

Data Pendaftaran pesawat udara antara lain : 

1) Perubahan bukti penguasaan; 

2) Perubahan nama dan/atau  alamat.  
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b. Mengajukan pelaporan perubahan data pendaftaran pesawat udara 

dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sesuai dengan 

perubahan dimaksud. Setiap pelaporan akan ditindaklanjuti dengan 

merubah data base di Direktorat Pengoperasian Pesawat Udara, dan 

memberitahukan kepada pemohon dengan mengirimkan konfirmasi 

jika data sudah diperbarui. 

c. Pemindahtanganan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara 

Sertifikat pendaftaran tidak dapat dipindahtangankan, dalam hal 

pesawat udara akan dialihkan kepada operator  lain, maka harus 

mengikuti aturan sesuai CASR 47 tentang pengahpuasan dan 

pendaftran pesawat udara. 

 

47.29    Pendataan 

Sub Direktorat Prodak Aeronautika bertanggung jawab untuk 

memelihara file registrasi pesawat. Akses ke data base untuk 

penambahan atau memperbarui data, harus dibatasi hanya untuk 

orang yang ditunjuk. 

Informasi pada data base pendaftaran pesawat udara adalah sebagai 

berikut: 

a. Pabrik pembuat dan tipe pesawat udara; 

b. Tanda pendaftaran pesawat udara; 

c. Nomor seri pesawat udara; 

d. Tahun pembuatan; 

e. Nomor registrasi pesawat udara; 

f. Persetujuan pengadaan pesawat udara; 

g. Bukti kepemilikan; 

h. Nama dan alamat pemilik pesawat udara; 

i. Nama dan alamat operator pesawat udara; 

j. Nama dan alamat pemberi kuasa atas pesawat udara (jika ada); 

k. Nama dan alamat penerima kuasa atas pesawat udara (jika ada);  

l. Tanggal diterbitkan pendaftaran pesawat udara pertama kali; 

m. Tanggal masa berlaku sertifikat pendaftaran pesawat udara. 

 

47.31  Data Pesawat Udara Sipil Terdaftar 

Sub Direktorat Prodak Aeronautika mencatat setiap pesawat udara yang 

terdaftar di Indonesia dan menerbitkan buku Daftar Pesawat Udara Sipil 

Indonesia setiap tahun. 
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47.33  Pencatatan Dan Penyimpanan 

Subdirektorat Produk Aeronautika DKPPU bertanggungjawab atas 

catatan dan penyimpanan data registrasi pesawat udara: 

a. Formulir DGCA “47-05 Catatan Registrasi Pesawat Udara dan 

Perpanjangan: Sertifikat Pendaftaran”, termasuk Formulir DGCA 

47-11 Permohonan Sertifikat Pendaftaran dan Formulir DGCA 47-

13 Permohonan untuk Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran akan 

disimpan dengan semua dokumen evaluasi; 

b. DGCA Form 47-05 " Catatan Registrasi Pesawat Udara dan 

Perpanjangan: Sertifikat Pendaftaran” harus dipelihara untuk 

dikontrol setiap ada perubahan (perubahan data kepemilikan, 

pembaruan, penggantian sertifikat, IDERA record dan IDERA 

dicabut, Pembatalan Pendaftaran, CDCL dan Pembatalan CDCL); 

c. Catatan registrasi harus dipelihara selama pesawat terdaftar di 

Daftar Pesawat Sipil Indonesia; 

d. Catatan Pembatalan Pendaftaran Pesawat Udara harus 

dipertahankan selama tiga tahun setelah tanggal pembatalan. 

                                            
 

      DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
       Pelaksana Tugas  

 
        ttd 
 

 
                                                   Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc 
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Lampiran II Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor  : KP 331 TAHUN 2018 
Tanggal : 10 OKTOBER 2018 
 

Permohonan Sertifikat Pendaftaran, DGCA Form No. 47-11 
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Catatan Registrasi Pesawat Udara dan Perpanjangan : Sertifikat 

Pendaftaran, DGCA Form 47-05 
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Sertifikat Pendaftran Pesawat Udara DGCA Form No.47-02 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

DGCA Form No. 47-02 (Aug 2018) 

DGCA Form No. 47-02 (Aug 2018) 
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Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran 
DGCA Form No. 47-13 
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Daftar Isian Perpanjangan /Pergantian Dan Penerbitan Ulang Sertifikat 
Pendaftaran Pesawat Udara DGCA Form 47-15 
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Permohonan Penghapusan Pendaftaran  Pesawat Udara, 
DGCA Form No. 47-17 (Aug 18) 
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Daftran Isian Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara, 

DGCA Form No. 47-16  
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DGCA Letter To Whome My Consent 
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DGCA Letter Deregistration Convermation 
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Our Ref. : 

Jakarta, 

(DD/MM/YYYY) 

Subject : Confirmation of Aircraft Registration    

To : CAA    
 
 
 

 

This confirms that the aircraft (make & mode)) serial number (xxxxx) 

has never been entered into Indonesia Civil Aircraft Register as of (DD/MM/YYYY) 
 
 

 

Faithfully Yours, 
 

On behalf of Director General of Civil Aviation 
 
 
 

 

............................................... 
 

Director of Airworthiness and Aircraft Operations 

 
DGCA Letter Never Been Register 

 
 

  



 

-34- 
 

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA  
 

 
Kami yang bertanda tangan di bawah ini: 
1. Nama     : ............................... 

Jabatan     : ............................... 
Bertindak untuk dan atas nama :  (Pemilik Pesawat Udara) 
Alamat     : ............................... 

 
2. Nama     : ............................... 

Jabatan     : ............................... 
Bertindak untuk dan atas nama :(Operator Penerbangan) 
Alamat     : ............................... 

 
 
 

Dengan ini menyatakan bahwa pesawat udara yang dimohonkan penghapusan 
tanda pendaftran pesawat udara tidak dalam penjaminan dan tidak dalam 

sengketa, JIKA ADA SENGKETA DIANTARA KAMI MAKA TIDAK AKAN 
MELIBATKAN ATAU MENUNTUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN c.q. 
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA. 

 
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa 

tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. 
 
 

operator pesawat udara                               pemilik 
 
             TTD                             TTD 

       (signature)                         (signature) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Cap Perusahaan 

Dan 

metrai 

 

Cap Perusahaan 
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DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA 
Pelaksana Tugas 

 

         ttd 

       Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc 

  


